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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sengketa waris kerap terjadi dalam masyarakat dan bertumpu dengan pembagian 

harta warisan karena ada ahli waris yang pastinya tidak mendapatkan haknya dan harus 

mendapatkan apa yang harus menjadi hak nya, karena seringkali ahli waris menguasai 

harta warisan tersebut. Sengketa waris dapat menjadi salah satu aspek yang sangat 

memengaruhi dan mengikat hukum waris karena ketika terjadi konflik atau 

perselisihan dalam pembagian harta warisan, hukum waris akan digunakan sebagai 

kerangka acuan untuk menyelesaikan masalah tersebut.1 

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang 

yang telah meninggalkan kepada ahli waris atau keluarga yang berhak mendapatkan 

warisan tersebut. Secara nasional adapun hukum yang mengatur tentang hukum 

warisan ini yaitu berdasarkan hukum waris islam, hukum perdata (KUHPer), hukum 

adat.2 Penyelesaian melalui hukum adat dimulai dengan mengedepankan negosiasi 

antara pihak-pihak yang terlibat. Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat    

                                                      
1 Herianto Yunus, “Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan No. 416/Pdt. G/2016/PA. 

Prg)”, Skripsi, Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam 

2020, hlm. 3. 
2 Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2022, hlm. 202. 
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secara kekeluargaan atau oleh pihak yang terlibat sendiri. Jika permasalahan tidak 

dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka pihak yang terlibat dapat mencari bantuan 

dari masyarakat setempat, kepala dusun, petinggi desa, toko masyarakat lainnya, atau 

ulama yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perkarahan melalui 

musyawarah mufakat di antara para ahli waris.3 

Apabila penyelesaian kasus di atas tidak dapat mencapai suatu kesepakatan maka 

pihak dapat mengambil jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Ahli waris memiliki 

opsi untuk menyelesaikan perkara menggunakan hukum adat, hukum waris perdata, 

atau hukum waris Islam. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga 

banyak yang memilih menyelesaikan perkara waris sesuai dengan pedoman hukum 

Islam. 

Pengadilan negeri dan pengadilan agama memiliki peran dalam menyelesaikan 

sengketa hukum. Warga negara dapat mengajukan perkara waris ke pengadilan negeri, 

yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan dalam hal tersebut. 

Pengadilan Agama, di sisi lain, bertugas menangani kasus hukum tertentu yang 

melibatkan penganut agama Islam.4 

Dalam Islam, proses pembagian harta warisan telah diatur dengan standar 

tertinggi. Ketentuan mengenai hak waris diuraikan secara detail dalam Al-Qur'an tanpa 

mengurangi hak individu. Semua peraturan yang diberlakukan berkaitan dengan 

                                                      
3 Ibid., hlm. 205. 
4 Ilham Thohari, “Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama 

Dalam Menangai Perkara Sengketa Waris Orang Islam”, Universum, Vol. 9 No. 2, Kediri, Institut 

Agama Islam Negeri Kediri, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, 2015, hlm. 173. 
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hubungan keluarga para pewaris, termasuk apakah mereka anak, orang tua, pasangan, 

kakek, nenek, paman, keponakan, atau bahkan saudara kandung dari orang tua.5 

Penyelesaian perkara waris baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama, 

penting untuk memahami bahwa ketentuan hukum waris di dalam agama Islam dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Meskipun pengadilan 

negeri mungkin lebih umum digunakan untuk perkara waris oleh semua warga negara, 

pengadilan agama tetap menjadi opsi bagi mereka yang beragama Islam karena 

menyediakan panduan yang spesifik sesuai dengan ajaran agama tersebut. Ini 

mencerminkan keragaman sistem hukum yang tersedia bagi masyarakat dalam 

menyelesaikan konflik waris dan mendapatkan keadilan sesuai dengan keyakinan 

mereka.  

 

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 

kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak 

dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.6 

Para pihak yang berperkara apabila beragama Islam pihak perkara waris dapat 

mengajukan ke Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan Peradilan 

                                                      
5 Nadhiful Marom, “Penyelesaian Sangketa Waris Secara Mediasi (Studi Kasus Keluarga Ibu 

Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)”, Skripsi, Semarang, Universitas 

Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2022, hlm. 2. 
6 Q.S An-Nisa Ayat 7, Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, Bogor, Alquran 

Emas, hlm. 78 
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Agama yakni dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

yang menentukan; “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam 

dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan 

ekonomi syariah”7 Umumnya dalam beracara di pengadilan, baik pada Pengadilan 

Negeri maupun Pengadilan Agama setelah perkara masuk, kemudian disidangkan 

untuk pertama kali nya, sebelum melanjukan pada proses peradilan, majelis hakim akan 

mewajibkan terlebih dahulu kepada pihak yang berperkara untuk melaksanakan 

mediasi. 

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa 

antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan 

pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut 

dengan mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.8 

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta 

waris menurut hukum Islam. Tujuan dari mediasi adalah menciptakan suasana keluarga 

yang lebih harmonis dalam rangka mencapai perdamaian yang komprehensif. Saat 

Proses mediasi, ahli waris diwajibkan mencapai kesepakatan yang saling disetujui. 

                                                      
7 Eka Susylawati, “Penerapan Hukum Waris Islam dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama 

Pamekasan”, AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, Vol. 9 No. 2, Madura, Institut Agama 

Islam Negeri Madura, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam 2014, hlm. 315. 
8 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta, PT 

RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 12 
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Kesepakatan damai ini kemudian diresmikan menjadi akta perdamaian yang memiliki 

kekuatan hukum mengikat bagi para ahli waris yang terlibat dalam perselisihan 

kewarisan.9 Kasus perselisihan kewarisan, objek yang menjadi sumber ketidakpuasan 

seringkali berupa harta benda, selain dari kurangnya pemahaman mengenai bagian 

yang telah diatur dalam hukum Islam.10 

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung 

selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan yang menentukan: “Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan 

para pihak menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah 

melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di 

pengadilan”.11 

Pemberlakuan mediasi dapat meningkatkan kesempatan bagi pihak-pihak terlibat 

untuk merasakan keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses 

litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Saat ini, 

dengan inklusi mediasi dalam sistem hukum yang sah, individu yang mencari keadilan 

secara umum dan pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan secara khusus dapat 

berusaha menyelesaikan masalah mereka melalui pendekatan musyawarah dan 

                                                      
9 Muhammad Syaifuddin dkk., Pluralitas Hukum Perceraian, Malang, Tunggal Mandiri 

Publishing, 2012, hlm. 20 
10 Satriyo Wicaksono, Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan, Jakarta, 

Visimedia, 2011, hlm. 2. 
11 Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 209. 
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kesepakatan, dengan bantuan seorang mediator.12 Dalam memberikan kepastian, 

ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan 

suatu sengketa, Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa ayat 35 yang berbunyi : 

 

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 

perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya 

Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Mengenal.13 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pengadilan berupaya untuk menengahi 

penyelesaian antara pihak-pihak yang bertikai sebelum menerapkan hukum agama 

untuk menyelesaikan perselisihan manusia. Tujuannya adalah untuk mengakhiri 

konflik dan menyelesaikan perdebatan. Prinsip perdamaian merupakan ajaran Islam 

sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 114 yang berbunyi : 

                                                      
12 Rina Antasari, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi 

Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang)”, Intizar, Vol. 19 No. 

1, Palembang, Insitut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum 2013, 

hlm. 147. 
13 Q.S An-Nisa Ayat 35, Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, Bogor, Alquran 

Emas, hlm. 84. 
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Artinya : tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali 

bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat 

ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barang siapa yang 

berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi 

kepadanya pahala yang besar.14 

Sehubungan dengan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian penulisan 

skripsi yang menggunakan kasus dalam putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Kag yang 

diawali dengan wafatnya almarhum S. Almarhum S memiliki 5 anak berjenis kelamin 

perempuan sebagai penggugat I, penggugat II, penggugat III, penggugat IV, penggugat 

V dari pernikahan sah dengan ibu SU. Almarhum S ini memiliki juga memiliki istri 

tidak tercatat atau yang bisa disebut dengan perkawinan siri berinisialkan N sebagai 

tergugat dan memiliki tiga orang anak namun belum dewasa sehingga belum cakap 

perbuatan hukum. Almarhum S ini meninggalkan harta warisan yang masih di pegang 

oleh si N. Lima anak dari almarhum S ini menggugat istri siri yaitu N untuk 

menyerahkan harta warisan yang dimiliki almarhum S. Kasus ini pihak penggugat dan 

memberi waktu untuk mengosongkan rumah tersebut sampai dengan waktu yang telah 

ditentukan.  

                                                      
14 Q.S An-Nisa Ayat 114, Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, Bogor, Alquran 

Emas, hlm.97. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membahasnya secara ilmiah dalam 

bentuk skripsi yang berjudul Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris di Pengadilan 

Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Kayugung Nomor 

172/Pdt.G/2020/PA.Kag). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara waris melalui mediasi dalam 

putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Kag? 

2. Apa faktor yang menjadi pendukung dan kendala atau hambatan pelaksanaan 

mediasi dalam pelaksanaan perkara waris di Pengadilan Agama Kayuagung 

tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan perkara waris melalui 

mediasi dalam putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 

172/Pdt.G/2020/PA.Kag 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi kendala atau 

hambatan pelaksanaan mediasi dalam pelaksanaan perkara waris di Pengadilan 

Agama Kayuagung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah di uraikan di atas maka terdapat dua bentuk manfaat 

penelitian yang dapat diambil yang terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat 

praktis, yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penulis mengumpulkan informasi untuk skripsi ini dengan harapan dapat 

memberikan manfaat dalam pemahaman tentang proses penyelesaian 

pembagian warisan. Selain itu, peneliti berharap bahwa hasil penelitian skripsi 

ini akan mengembangkan pengetahuan dan memperluas pemahaman tentang 

hukum acara, terutama yang terkait dengan hukum acara perdata. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat: 

a. Terhadap Penulis 

Hasil dari penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman penulis tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa 

pembagian harta waris melalui mediasi, Termasuk mengenai faktor-faktor 

yang menjadi hambatan dalam proses mediasi, serta upaya yang 
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dilakukan oleh mediator untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam 

menghadapi penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui 

mediasi. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memperdalam 

pengetahuan penulis dalam bidang Hukum Perdata. 

b. Terhadap Mediator 

Hasil dari penelitian penulisan skripsi ini dapat menjadi pedoman bagi 

mediator dalam menyelesaikan suatu perkara waris melalui mediasi di 

Pengadilan. 

c. Terhadap Penggugat dan Tergugat 

Hasil dari penelitian penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran atau ide-ide bagi pihak yang mengajukan gugatan dan yang 

dijadikan tergugat dalam menghadapi persoalan mengenai proses perkara 

waris melalui mediasi di Pengadilan. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menjaga fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini tetap sesuai dengan 

permasalahan yang akan dibahas, penulis menganggap penting untuk menentukan 

ruang lingkup penelitian. Karena itu dalam skripsi ini akan difokusan tentang 

pelaksanaan mediasi perkara waris di Pengadilan Agama berdasarkan studi putusan 

Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Kag dan faktor yang 

menjadi kendala atau hambatan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara waris 

di Pengadilan Agama Kayuagung.  
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F. Kerangka Teori 

Menurut Soerjono Soekanto, teori adalah suatu struktur berpikir yang memberikan 

inspirasi, refleksi, dan sebagai landasan perbandingan bagi peneliti untuk memperkuat 

penjelasan atau sebagai pedoman dalam menjelaskan suatu konsep. Kerangka teori 

membantu peneliti dalam merumuskan tujuan penelitian dan memberikan landasan 

agar setiap langkah penelitian dapat diambil secara terarah dan konsisten.15 Adapun 

teori-teori yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah : 

1. Teori Mediasi 

Mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu “mediare” yang memiliki arti berada 

di tengah-tengah. Istilah ini mencerminkan peran dari mediator yang bertindak 

sebagai perantara dalam menyelesaikan dan menengahi konflik antara pihak-

pihak yang terlibat. Teori mediasi merujuk pada pemikiran atau pandangan 

terkait konsep mediasi. 

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 

menentukan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui suatu proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 

mediator.16 

Menurut Takdir Rahmadi, Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa 

antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan 

                                                      
15 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, UI Press, 

2007, hlm. 127 
16 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sangketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, 

Konsiliasi & Arbitrase), Jakarta, PT Gramedia Pustaka, 2000, hlm. 12. 
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bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral 

tersebut disebut dengan mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural 

dan substansial.17 

Penulis menggunakan teori mediasi ini untuk membahas dan menganalisis 

proses penyelesaian perkara warisan dengan pendekatan yang lebih mendalam. 

Teori mediasi adalah alat yang bermanfaat dalam konteks ini karena 

memungkinkan penulis untuk menjelaskan bagaimana mediator dapat berperan 

dalam memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa 

warisan.  

Dalam analisis ini, penulis mengeksplorasi peran x dalam membantu pihak-

pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang adil dalam pembagian 

harta warisan, mengatasi konflik, dan menghindari potensi perselisihan yang 

dapat muncul dalam proses penyelesaian. Penelitian ini juga mengkaji faktor-

faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi dalam kasus-kasus warisan, 

seperti peran hukum, norma sosial, dan kepentingan individu. 

Selain itu, penulis menggali teori mediasi yang berfokus pada aspek 

psikologis dan emosional dari penyelesaian sengketa warisan. Ini mencakup 

pemahaman peran emosi, trauma, dan hubungan keluarga dalam proses mediasi, 

serta bagaimana mediator dapat membantu pihak-pihak terlibat dalam mengelola 

aspek-aspek ini secara konstruktif. 

                                                      
17 Takdir Rahmadi, Op. Cit, hlm. 12 
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Dengan menggunakam teori mediasi dengan penyelesaian perkara warisan 

melalu mediasi, analisis ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam 

menganalisis penyelesaian yang efektif dalam mengatasi konflik dan mencapai 

solusi yang memuaskan dalam konteks warisan keluarga.  

Peneliti menggunakan teori mediasi ini sebagai sarana atau alat untuk 

membahas dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa waris melalui 

mediasi dalam putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 

172/Pdt.G/2020/PA.Kag. 

2. Teori Efektivitas Hukum 

Menyelesaikan perkara melalui mediasi dengan sejumlah faktor yang bisa 

menjadi penghambat atau pendukung, termasuk dalam hal ini proses pelaksanaan 

mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Kayuagung. untuk memahami 

faktor-faktor tersebut, penulis menggunakan teori efektivitas hukum yang 

dipresentasikan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini memeriksa dan menganalisis 

kegagalan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan 

hukum.18 

Adapun faktornya yaitu sebagai berikut : 

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) 

b. Faktor penegak hukum yaitu pihak membentuk menerapkan hukum 

c. Faktor sarana dan fasilitas penegak hukum 

                                                      
18 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 8.  
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d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan hukum berlaku dan diterapkan,  

e. Faktor kebudayaan  

Penulis menggunakan teori efektivitas hukum untuk membahas dan 

menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa waris melalui mediasi dan 

faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan mediasi perkara 

waris di Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Kag. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan pendekatan utama yang dipakai peneliti untuk 

mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Dilakukan 

dengan maksud mengumpulkan data guna menyelesaikan masalah atau mencari 

jawaban atas inti pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan. Karena itu, perlu ada 

rencana yang terstruktur dan metodologi yang menjadi dasar ilmiah bagi penelitian 

ilmiah. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang 

dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan 

penambahan data atau unsur empiris.19 Metode penelitian normatif-empiris ini juga 

mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya 

disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”. Penelitian 

hukum normatif-empiris termasuk kategori judical case study. Pendekatan judicial 

case study ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik 

                                                      
19Ronny Hanitijo Soemitro, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 154. 
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sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan 

keputusan penyelesaian. 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif yang didukung data empiris atau biasa disebut penelitian hukum 

normatif-empiris. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Pendekatan Perundang – undangan 

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang 

dilakukan dengan meneliti, mencermati menelaah semua peraturan 

perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 

yang ditangani. Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian terhadap 

PERMA Nomor 1Tahun 2016.20 

b. Pendekatan Kasus  

Pendekatan kasus menggunakan data primer dalam penelitian ini adalah 

hasil wawancara dengan mediator, sementara pendekatan kasus yang 

digunakan berasal dari wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam 

                                                      
20 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo 

Persada, 2018, hlm. 164. 
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masalah hukum yang sedang diselidiki. Dalam penelitian ini menggunakan 

kasus dalam putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Kag.21 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu data 

primer dan data sekunder dijelaskan sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung melalui narasumber 

atau sumber utama dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian 

ini yaitu pihak pengadilan di Pengadilan Agama Kayuagung.22 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari hasil membaca dan memahami sumber literatur 

tentang perundang undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang 

diteliti.23 

Adapun jenis data sekunder terdiri dari 3 jenis yaitu : 

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang memiliki sifat mengikat 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b) Kitab-Undang Undang Hukum Perdata 

c) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

                                                      
21 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta, 

Kencana, 2016, hlm. 145. 

22 Ibid., hlm. 150. 

23 Ibid., hlm. 173. 
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2) Bahan hukum sekunder ialah berasal dari publikasi hukum yang bukan 

dokumen resmi atau jurnal, komentar atas putusan pengadilan, buku hukum 

dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Kayuagung yang 

beralamatkan pada Jl. Letjen M. Yusuf Singgadekane No.228, Jua Jua, Kec. Kayu 

Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30616. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penulis melakukan pengumupulan yaitu sebagai 

berikut : 

a. Studi Lapangan 

Pengumpulan data dengan cara wawancara atau diskusi dengan pihak 

Pengadilan Agama Kayuagung atau mediator.24 

b. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data dengan cara mengkaji bahan pustaka yang relevan 

dengan permasalahan dalam penelitian seperti perundang-undangan, buku, 

jurnal ilmiah, makalah dan lainnya.25 

                                                      
24 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016, 

hlm. 52. 
25 Ibid., hlm. 53. 



18 

 

6. Populasi dan Sampel 

Adapun populasi dan sampel pada suatu penelitian ini sebagai sumber 

jawaban atas masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

a Populasi 

Pengambilan populasi dalam penelitian ini yaitu dilakukan secara purposif 

selektif, yaitu orang yang dijadikan populasi yaitu dipilih orang yang 

terlibat langsung dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Kayuagung 

Nomor 172/Pdt.G/2020.PA.Kag. 

b. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini  yaitu Hakim Pengadilan Agama Bapak 

Sudarman, S.Ag., M.H selaku mediator. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif secara 

deskriptif. Metode kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang 

menekankan pada analisis data dan prosedur penelitian yang jelas dan 

menghasilkan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini merupakan suatu 

pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan gambaran 

terhadap objek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan, sehingga 

memungkinkan pembuatan kesimpulan yang berlaku secara umum.26 

                                                      
26 Muhammad Muhyi, dkk., Metodologi Penelitian, Surabaya, Adi Buana University Press, 

2018, hlm. 65. 
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8. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penelitian ini teknik penarikan kesimpulan yang digunakan ialah secara 

induktif. Penarikan kesimpulan secara induktif adalah teknik yang digunakan 

dengan diawali oleh rasio atau perbandingan yang dilakukan secara tertentu 

berupa dampak pengamatan namun keabsahannya belum didapati serta diakhiri 

dengan kesimpulan secara umum.27 

                                                      
27 Ibid., hlm. 68. 
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